BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah

Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah

Gumanti Kabupaten Solok di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

(DPMN) Kabupaten Solok dan Kantor Wali Nagari Persiapan Sungai

Nanam Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai

Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yaitu:

a.

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nagari persiapan
terkait aspek administrasi, kelembagaan, serta pemenuhan persyaratan
pemekaran.

Memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama
proses persiapan, baik yang berkaitan dengan regulasi, teknis,
pelaksanaan, maupun koordinasi antar pihak terkait.

Mendorong nagari persiapan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang
ditetapkan sehingga dapat menjadi nagari defenitif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) untuk persiapan

pemekaran nagari.
Melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).
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f. Melakukan monitoring atau peninjauan langsung ke nagari yang akan
dimekarkan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan
pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti
Kabupaten Solok, yaitu:

a. Keterbatasan sumber daya manusia
b. Tidak tersedia anggaran dana dari nagari induk
c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

3. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah
dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah
Gumanti Kabupaten Solok, yaitu:

a. DPMN memberikan solusi dan Pemerintah nagari harus bekerja
rangkap tugas sementara

b. DPMN mengupayakan perolehan dana Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) dan pemerintah Nagari melakukan penggalangan dana secara
mandiri

c. DPMN membuat regulasi dan pemerintah nagari memamfaatkan

swadaya masyarakat sementara.

B. Saran
Penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan Peranan

Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok dan

Pemerintah Nagari Sungai Nanam, sebagai berikut:
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1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten
Solok perlu meningkatkan aparatur nagari secara berkelanjutan melalui

pelatihan dan pendampingan teknis.
2. Pengalokasian anggaran operasional yang jelas dan berkelanjutan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten
Solok disarankan untuk memberikan pengalokasian anggaran

operasional yang jelas dan berkelanjutan.
3. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari

Pemerintah daerah dan pemerintah nagari harus saling

berkoordinasi secara intensif.
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